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BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR' ¢8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA JENEBERANG MENJADI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTA JENEBERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPA'TI GOWA,

Menimbang : bahwa untuk
melaksanakan
ketentuan Pasal 114
ayat (4) Peraturan”®
Pemerintah Nomor 54 ¢
Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik

Daerah, perlu
menetapkan Peraturan
Daerah tentang
Perubahan Bentuk

Hukum Perusahaan



Mengingat

Dacralh At Minyy,

Tirta JC“C'Je;-an{,
menjadi  Perusahaap,
Umum  Daerah  Aj,
Minum Tirta

Jeneberang,.

1. Pasal 18 ayat ()
Undang-Undang
Dasar Negara
Republik Indonesig
Tahun 1945.

2. Undang-Undang
Nomor 29 Tahun
1959 tentang
Pembentukan
Daerah Tingkat II di
Sulawesi (Lembaran
Negara Republik
Indonesia  Tahun
1959 Nomor 74,
Tambahan
Lembaran  Negara
Republik Indonesia
Nomor 1822 );

3. Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2014 tentang
Pemerintahan
Daerah (Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2014 Nomor 244,
Tambahan
Lembaran  Negara
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Republik Indonesia
Nomor 9587),
schbagaimana telah
diubah beberapa
kali terakhir
dengan Undang-
Undang Nomor 1
Tahun 2022
tentang Hubungan
Keuangan Antara
Pemerintah  Pusat
dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran
Negara Repu blik
Indonesia  Tahun
2022 Nomor 4,
Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 6757);

. Peraturan

Pemerintah Nomor
54 Tahun 2017
tentang Badan
Usaha Milik Daerah
(Lembaran Negara
Republik Indonesias
Tahun 2017 Nomor,
308, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 6173).



DISWAN

Dengan Persetujuan Bersaing

PERWAKILAN RAKYAT DAy
KABUPATEN GOWA
dan

BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH

TENTANG  PERUBAHAN
BENTUK HUKUM
PERUSAHAAN  DAERAH
AIR ~ MINUM  TIRTA
JENEBERANG  MENJADI
PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AR  MINUM
TIRTA JENEBERANG,

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang

dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Gowa.

Pemerintah Pusat adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh

Walkil Presiden dan menteri
4



sebagaimana dirnakay

dalam
Undang-Uy Wang Dasar Negarg
Republik Indonesig Tahun 1945, |
Pemerintah Daerah adalah Bupati
scbagai unsur

penyelenggara
pemerintah daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah
otonom.

Bupati adalah Bupati Gowa.

Badan Usaha Milik Daerah yang
selanjutnya disingkat BUMD adalah
badan usaha yang seluruh atau
sebagian besar modalnya dimiliki
oleh Daerah.

Perusahaan Umum Daerah Air
Minum yang selanjutnya disebut
Perumda adalah Perusahaan Daerah
Air Minum  Tirta  Jeneberang

Kabupaten Gowa yang bergerak

dibidang pelayanan air minum.



gupati yang mewakili  Pemerintgp
7.

ah dalam kepemilikan kekayaan

pact |

jacrah  yans di pisahkan padg
perusahaall Umuim Daerah yang
selanjutnya disingkat KPM adalah

organ perusahaan umum daerah

yang memegang segala kewenangan

yang tidak diserahkan kepada direksi

atau dewan pengawas.

3. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang
selanjutnya disingkat UKK adalah
proses untuk menentukan kelayakan
dan kepatutan seseorang untuk
menjabat sebagai anggota Dewan
Pengawas atau anggota Komisaris
dan anggota Direksi BUMD.

9. Direksi adalah organ BUMD yang
bertanggungjawab atas pengurusan
BUMD untuk Kepentingan dan tujuan
BUMD serta mewakili BUMD baik di
dalam maupun diluar pengadilan

sesuai dengan ketentuan anggaran
dasar,

Y



10.

11.

18,

13.

Dewan Pengawag adalah organ umum

daerah yang bertugas melakukan

pengawasan dan memberikan nasihat
kepada direksi dalam menjalankan
kegiatan

pengurusan  perusahaan

umum daerah yang diminta maupun

tidak dimilta tetap memberikan

pertimballgan tanpa rapat apakah itu
lisan ataupun tertulis.

Pegawal adalah Pegawai Perusahaan
Daerah Air Minum Tirta Jeneberang
yallg pelgangkatan, pemberhentian,
kedudukan, hak dan kewajibannya
ditetapkan berdasarkan perjanjian
kerja sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Gaji adalah gaji pokok yang
ditentukan dalam daftar skala gaji
pokok Perusahaan Daerah Air Minum
Tirta Jeneberang.

Tunjangall adalah tambahan
penghasilan yang diberikan

disamping gaji.



14 penghasiial adalah  gajl - ditamb,

dengan t

|5 Anggaran pendapatan dan Belanj,

pDaerah ¥&
APBD adalah Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah  Kabupatep

unjangan lainnya.

ng selanjutnya  disingkat

dan

Gowa.

BAB II
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan  Peraturan Daerah ini,
Perusahaan Daerah Air Minum yang
didirikan berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah TK. II Gowa Nomor 2
Tahun 1988 tentang Pendirian
Perusahaan  Daerah  Air Minum
Kabupaten Daerah Tingkat I Gowa
disesuaikan bentuk badan hukumnya

menjadi Perusahaan Umum Daerah Air

Minum Tirta Jeneberang.

Pasal 3

Perumda berkedudukan secara tetap di
Sungguminasa,



BAB 111
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud didirikan Perumda yakni untuk
menyelenggarakan dan memberikan
pelayanan kebutuhan air minum yang
bersih dan sehat serta memenuhi Syarat
kesehatan bagl masyarakat secara adil,

merata dan terus menerus.

Pasal 5

Perumda diditikan dengan tujuan untuk:

a. menyelenggarakan usaha pengelolaan
air minum bagi kepentingan umum
dalam jumlah dan mutu yang
memadai sel'ta usaha lainnya di
bidang ail minum,;

b. menunjang pembangunan Daerah; dan ..

c. memberikan kontribusi pada

pendapatan Daerah.



(1)

BAB IV
KIEGIATAN USAHA
Pasal6

Perumda melaksanakan  kegiatan

usaha mengelola dan

mendistribusikan air minum bersih

yang memenuhi syarat standar

kesehatan bagi Masyarakat dengan
mengutamakan pelayanan dan

kebutuhan masyarakat secara

merata, tertib dan teratur.

Perumda  dalam  pengembangan
kegiatan usaha dapat Membentuk
anak perusahaan dan bermitra
dengan badan usaha milik negara
dan/atau BUMD lain, maupun badan

usaha swasta yang bel'badan hukum

Indonesia.
BABV
JANGKA WAKTU BERDIRI
Pasal 7

Perumda didirikan untuk jangka waktu
tidak terbatas,
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BAB VI

MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR

(1)

Pasal8
Modal dasar Perumda sebesar
Rp58.952.806.627,53 (lima puluh

delapan milyar sembilan ratus lima
puluh dua juta delapan ratus enam
ribu enam ratus dua puluh tujuh
koma lima puluh tiga rupiah).

Modal yang disetor sampai dengan
ditetapkannya Peraturan Daerah ini
sebesar Rp2.798.127.156,00 (dua
milyar tujuh ratus sembilan puluh
delapan juta seratus dua puluh tujuh
ribu seratus lima puluh enam
rupiah).

Pasal9

(1) Sumber modal Perusahaan Umum

Daérah terdiri dari :

a. penyertaan modal Daerah;
b. pinjaman;

c. hibah; dan

d. sumber modal lainnya.

11



(2) Pcnyel'taan

(4)

(5)

modal Daera,

sehagaimana dimaksud pada aygt (1)

huruf a dapat bersumber dari:

4. Abpp: dan/atau

b, konversi dari pinjaman.

Pinjaman sebagaimana  dimaksyq

pada ayat (1) huruf b dapat

persumber dari:

a. Daerah;

b. BUMD lainnya; dan/atau

c. sumber  lain sesuai  dehgan
ketentuan peraturan perufdang-
undangan.

Hibah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c dapat bersumber

dari:

a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Daerah; datl/atau

c. pihak lain setelah mendapat
persetujuan KPM.

Sumber modal lainnya sebagaimala

dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu:

a. kapitalisasi cadangan; dan

b, keuntungan revaluasi aset.



BAB Vi1
ORGAN

Bagian Kesaty
Umum

Pasal 10

(1) Pengurusan Perumda dilakukan oleh
organ Perumda.

(2) Organ Perumda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. KPM;

b. Dewan Pengawas; dan
c. Direksi.

(3) Ketentuan mengenai struktur
organisasi dan tata kerja Perumda
diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
KPM
Pasal 11

KPM berwenang:

a. mengangkat dan memberhentikan

anggota Dewan Pengawas;

b. mengangkat dan memberhentikan

Direksi;



laporan pengurusan tuga
S

C. meminta
a jabatan an
a J ggota Dewan

qlhir mas
sengawas sehagai bahan pertim
Pengé p bangan

untuk imemperpanjang atay

mberhentikan

awas; dan/atau
pengawasan  terhadap
kinerja Perumda jika terjadi

kekosongan jabatan seluruh Dewan

me anggota Dewan

Peng
d. melakukan

Pengawas.
Pasal 12

KPM tidak bel'tanggung jawab atas

kerugian Perumda  apabila  dapat

membuktikan:

a. tidak mempunyai kepentingan pribadi
baik langsunig maupun tidak langsung;

b. tidak  terlibat dalam  perbuatan
melawan hukum yang dilakukan oleh
Perumda; dan/atau

c. tidak tellibat baik secara langsung
Mmaupun tldak langsung menggunakan

14



(1)

(2)

(2)

Pasal 13

KpPM, Dewan Pengawas, dan Direksi
mejakulkan rapat dalam
pengembangan usaha Perumda,
Rapat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a. rapat tahunan;
b. rapat persetujuan rencana kerja

anggaran Perumda; dan
c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

Anggota Dewan Pengawas dapat
terdiri dari unsur indepelden dan
unsur lainfya  sesuai  dengan
ketentuan  peratural  perundang-,
undangan.

Unsur Independen  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. anggota Dewan Pengawas BUMD

lain dan/atau anggota Dewan

15



pengawas BUMD yang telas
menyeclesaikan masa jabatannya;
p. pensiunan Pegawai BUMD;
c. mantan Direksi BUMD; dan/atay
d. eksternal BUMD selain tersebyg

pada huruf a, huruf b, dan

huruf c.

(3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksuqg

(4)

pada ayat (1) dapat terdiri atas
jabatan Pemerintah Daerah yang
tidak bertugas melaksanakan
pelayanan publik.

Unsur independen  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan
anggota Dewan Pengawas yang tidak
ada hubungan bisnis dengan Direksi

maupun pemegang saham.

Pasal 15
Untuk dapat diangkat sebagai
Anggota Dewan Pengawas harus
memenuhi persyaratan:
a. sehatjasmani dan rohani;
b. memiliki keahlian, integritas,

kepemimpinan, pengalaman,
16



jujur, perilaku yang baik, dan
dedikasi  yang tinggi unutk
memajukan dan mengembangkan

Perumda;

. memahami penyclenggaraan
Pemerintahan Daerah;

. memahami manajemen Perumda
yang berkaitan dengan salah satu
fungsi manajemen,;

. menyediakan waktu yang cukup
melaksanakan tugasnya;

berijazah paling rendah S-1 (strata
satu);

. berusia paling tinggi 60 (enam
puluh) tahun pada saat mendaftar
pertama kali;

. tidak pernah dinyatakan pailit;
tidak pernah menjadi anggota
Direksi, Dewan Pengawas, atau’®
Komisaris yang dinyatakan
bersalah menyebabkan badan
usaha yang dipimpin dinyatakan

pailit;

1%



. tidak sedang menjadi Penguryg
partai politik, calon Kepala Daergt,
atau calon wakil Kepala Daerah,
dan/atau calon anggota legislatif,

Calon anggota Dewan Pengawag

terpilih melakukanl penandatanganan

kontrak kilerja sebelum diangkat
sebagai anggota Dewall Pengawas.

Selain menandatangani  kontrak

kinerja sebagaimala dimaksud pada

ayat (2), calon anggota Dewan

Pengawas terpilih menhandatagani

surat pernyataan  yang  berisi

kesanggupan untuk menjalankan
tugas dengan baik, bersedia
diberhentikan sewaktu-waktu, dan
tidak  akan menggugat  atau
mellga jukan proses hukum
sehubungan dengan pemberhential

tersebut.

18



(4)

(1)

(2)

(1)

Pengangkatan anggota Dewan
Pengawas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan KPM.

Pasal 16
Proses pemilihan anggota Dewan
Pengawas dilakukan melalui seleksi
berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Seleksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) paling rendah melalui
tahapan:
a. seleksi administrasi;
b.ukk;dan

c. wawancara akhir.

Pasal 17
Panitia seleksi berjumlah ganjil dan
paling rendah beranggotakan:
a. perangkét Daerah; dan
b.unsur independen dan/atau

perguruan tinggi.

19
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a. men.entukan jadwal wakty
pelaksanaan;

b, melakukan penjaringan  bakal
cal oh anggota Dewan Pengawas
atau anggota Komisaris;

o membentuk tim atau menunjuk
lembaga pl'ofessional untuk
melakukan UKK;

d. menentukan ormulasi penilaian
UKK;

e. menetapkan hasil penilaian;

f menetapkan calon anggota Dewan
Pengawas atau anggota Komisaris;
dan
g menindaklanjuti calon anggota
Dewan Pengawas atau anggota
Komisaris terpilih untuk diproses
lebih lanjut menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan

dan/atau kebijakan pemerintah.

(3) Panitia seleksi ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

20



Pasal 18

Anggota Dewan Pengawas sebanyak 3

(tiga) orang terdiri atas:

a.

(2)

1 (satu) orang pejabat Pemerintah
Daerah, dan 2 (dua) orang unsur
independen; atau

2 (dua) orang pejabat Pemerintah
Daerah dan 1 (satu) orang unsur

independen.

Pasal 19
Anggota Dewan Pengawas diangkat
untuk masa jabatan selama 4 (empat)
tahun dan dapat diangkat kembali
untuk 1 (satu) kali masajabatan.
Ketentuan mengenai seleksi, tidak
berlaku bagi pengangkatan kembali
anggota Dewan Pengawas yang dinilai
mampu melaksanakan tugas dengan,
baik selama jabatannya.
Penilaian kemampuan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
paling rendah terhadap:

a. pelaksanaan pengawas Perumda;

21
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b pemberian masukan dan saran
atas pengelolaan Perumda;

¢. penerapan tata kelola perusahaan
yang baik;

d. antisipasi dan/atau minimalisas;
terjadinya kecurangan; dan

e. pemenuhan target dalam Kkontrak
kinerja.

Dalam  melaksanakan penilaian

kemampuan tugas sebagaimana yang

dimaksud pada ayat (3) berdasarkan

dokumen paling rendah terdiri atas:

a. rencana bisnis;

b.rencana kinerja dan anggaran
Perumda;

c. laporan keuangan,;

d. laporanhasil pengawasan;

e. kontrak kinerja; dan

f. risalah rapat dan kertas kerja.

Dalam hal anggota Dewan Pengawas

diangkat kembali, anggota Dewan

Pengawas  wajib menandatangani

kontrak kinerja,

N
o



(6) Penandatanganan kontrak kincrja
sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dilakukan sebelum pengangkatan

kembali sebagai anggota Dewan

Pengawas.
Paragraf 2
Tugas, Wewenang dan Kewa jiban
Pasal 20

Dewan Pengawas mempunyai tugas

sebagai berikut:

a. melaksanakan pengawasan,
pengendalian dan pembinaan
terhadap pengurus dan pengelolaan
Perumda;

b. memberikan pertimbangan dan saran
kepada Bupati diminta atau tidak
diminta guna perbaikan dan
pengembangan Perumda antara lain
pengangkatan Direksi, program kerjas
yang diajukan oleh Direksi, rencana
perubahan status kekayaan
Perumda, rencana pinjaman yang
dituangkan dalam ikatan hukum

dengan pihak lain, serta menerima,

23



meimeriksa laporan  triwulan i
11101'1a11data11ganl laporan tahunan
persama-sainna dengan Direksi; dar,

memeriksa dan menyampaikay,
rencana  strategis Perumda ¢ -
rencana kerja dan anggaran tahungy,

dibuat oleh Direksi kepadg

yang
Bupati untuk mendapatkan
pengesahall.

Pasal 21

Dewan Pengawas Ilellipunyai wewenang:

a. menilai  kilerja Direksi dalam
mengelola Perumda;

b. menilai lapotan triwulan dan lapofan
tahunan yang disampaikan Direksi;

c. meminta keterangan Direksi mengenai
pengelolaan  dan  pengembangan
Per'umda; dan

d. mengusulkan pengangkatan,
pemberhentian sementara, rehabilitasi
dan pemberhentian Direksi Kepada

Bupati.

24



Pasal 22

Dewan Pengawas wajib:

a. melaporkan hasil pengawasan kepada

KPM 6 (enam) bulan sekali; dan

b. membuat risalah rapat.

(1)

Paragraf 3
Penghasilan

Pasal 23
Penghasilan anggota Dewan
Pengawas terdiri atas:
a. honorarium; dan
b. tunjangan.
Besarnya Penghasilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berpedoman
pada ketentuan peraturan
perundang-undangan
Sumber Pehghasilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibebankan
pada Perumda dan dimuat dalam
rencana kerja dan anggaran

Perumda.

25



Paragraf 4

Beralchirnya Jabatan Dewan PengaWaS

Pasal 24

Jabatan anggota Dewan Pengawag atay

anggota Komisaris berakhir apabilg:

a.
b.

C.

(1)

(2)

meninggal dunia;
masa jabatannya berakhir; dan/ atay

djberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 25

Dalam hal jabatan anggota Dewan
Pengawas berakhir karena masg
jabatannya berakhir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 huruf b,
anggota Dewan Pengawas wajib
menyampaikan laporan pengawasan
tugas akhir masa jabatan paling
lambat 3 (tiga) bulan sebelum
berakhil’ masa jabatannya.

Anggota Dewan Pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib melaporkan sisa pelaksanaan
tugas pengawasan yang belum

dilaporkan paling lambat 1 (satu)

26



bulan  setelah  berakhir masa
jabatannya.

(3) Laporan pengurus tugas akhir masa
jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebagai dasar pertimbangan
oleh KPM untuk memperpanjang atau
memberhentikan  anggota Dewan
Pengawas.

(4) Laporan pengurus tugas akhir masa
jabatan anggota Dewan Pengawas
yang Dberakhir masa jabatannya
dilaksanakan setelah hasil audit
dengan tujuan tertentu atau audit
tahunan dari kantor akuntan publik
kepada KPM.

(5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan

seluruh anggota Dewan Pengawas,

pelaksanaan tugas pengawasan

[ 4 -

BUMD dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 26
(1) Dalam hal jabatan anggota Dewan

Pengawas berakhir karena

diberhentikan sewaktu-waktu

sebagaimana diamksud dajam Pasal
27



24 huruf C,

pemberhentian dimakgy g

va']ib disertai alasan pemberhentian‘
wa,

2) pemberhentian anggota Dewarn

Pengawas sebagaimana  dimakgygq

pada ayat (1) dilakukan apabilg

perdasarkan data dan informasi yang

dapat dibuktikal secara sah, anggotg

Dewan Pengawas yang bersangkutan:

a.
b.

tidak dapat melaksanakan tugas;
tidak melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan
dan/atau  ketentuan anggaran
dasar;

terlibat dalam tindakan
kecurangan yanlg mengakibatkan
kerugian pada BUMD, negara
dan/atau Daerah;

dinyatakan bersalah dengan
putisan pengadilan yang telah
mempunyai  kekuatan hukum
tetap;

mengundurkan diri;

tidak lagi memenuhi persyaratan

sebagai anggota Dewan Pengawas

28



(1)

(2)

Sesugj

ket
Peraturgp €ntuan

pel‘undang_qu .
dan/atau angan;

g tidak

terpilih lagi dalam pgq
adanyg Pe€rubahgan kebijakan
Pemerintay, Daerah seperti

restl‘ukturisasi, likuidasi, akuisisi,

dan Peémbubaran BUMD.
Pasa] 27

Anggota Dewan

diberhentikan oleh KPM.

Pengawas

KPM mengatur teknis pelaksanaan

pemberhentian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling rendah

meMmuat materi:

a. usulan pengunduran diri dari yang
bersangkutan;

b. jangka waktu persetuluan:

pemberhentian; dan

c. tata cara pemberhentian.



(1 ) Ang.gota

Pasal 28

Dewan Pengawas atau

anggota Komisaris dilarang

memangku jabatan rangkap sebagai:

a. anggota Direksi pada BUMD,
badan usaha milik  negara,
dan/atau badan usaha milik
swasta,

b. pejabat lainnya sesyai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

c. pejabat lain yang dapat
menimbulkan konflik

kepentingan.

(2)Pelanggaran ketentuan sebagaimana

(3)

dimaksud pada ayat (1) dikenai
sanksi administratif berupa
diberhentikan sewaktu-waktu dari
jabatan' sebagai anggota Dewan
Pengawas.

Dalam hal ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak
dilaksanakan oleh KPM paling lama

20 (dua puluh) harj kerja sejak yang
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(1)

(2)

(3)

bersangkutan sebagaj anggota D

ewan
Pengawas dinyatakan berakhir,

Pasal2g
Anggota Dewan

Pengawas wajib
dengan

itikad baik dan tanggung

jawab menjalankan tugas untuk

kepentingan Perumda.

Setiap anggota Dewan Pengawas
bertalgoung jawab penuh secara
pribadi apabila yang bersangkutan
bersalah atau lalai meu jalankan
tugasnya.

KPM dapat mengajukan gugatan ke
pengadilan terhadap anggota Dewan
Pengawas yang karena kesalahan
atau  kelalaiannya rnenimbulkan‘
kerugian pada Perumda kecuall
anggota Dewan Pengawas yang

: e
bersangkutan menggantl kerugi

dan
yang ditimbulkan tersebut



(1)

(2)

disetorkan ke rekening kas umum

Daérah.

Pasal 30
Dewan Pengawas dapat mengangkat
seorang sekretaris yang dibiayai oleh
perumda dari Kkalangan pegawal
sendiri.
Tugas sekretaris sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} untuk
membantu kelancaran pelaksanaan

tugas Dewan Pengawas.

Pasal 31

Biaya yang diperlukan dalam rangka

pelaksanaan tugas anggota Dewan

Pengawas dibebankan kepada Perumda

dan dimuat dalam rencana kerja dan

anggaran Perumda.

Lo
o



Bagian Keempat
Direksgi

Paragraf 1

n dan Pengangkatan

Pasalgp

Persyaratg

Direksi pada

Perumda diangkat oleh
KPM.,

Pasal33
(1) Proses pemilihan anggota Direks;i
dilakukan melalui seleks;

(2) Sejeks; sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling
tahapan:

rendah  melalyj

a. seleksi administrasi;
b. UKK; dan
¢. wawancara akhir.
Pasal34
Untuk dapat diangkat sebagai anggota
Direksi, yang Dbersangkutan harus
memenuhi syarat sebagai berikut:
a. sehat jasmani dan rohani serta bebas
Narkoba
b. memiliki keahlian, integritas,
kepemimpinan, pengalaman, jujur,

perilaku yang baik, dan dedikasi
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tinggi untuk memajukay, dan

y'ang‘
e gembangkan perusahaan:
memahami Ii>€ny€'lenggaraan

| pemerintah Daerah;

. memahami mana jemen Perusahaap,

_ memiliki pengetahuan yang memag;
di bidang usaha perusahaan;
berijazah paling rendah S-1 (Strata
Satu)

. pengalaman kerja minimal 5 (lima)
tahun di bidang manajeria]l
perusahaan berbadan hukum dan
pernah memimpin tim;

. berusia paling rendah 35 (tiga puluh
lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima
puluh lima) tahun pada saat
mendaftar pertama kalj;

tidak pernah menjadi anggota
Direksi, anggota Dewan Pengawas,
atau  anggota  Komisaris yang
dinyatakan bersalah menyebabkan
badan usaha yang dipimpin

dinyatakan pailit;
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(1)

. tidak  sedang

tidak pernah

dihukum
melakukan

karena
tindak

pidana

yang
merugikan

keuangan

negara
keuangan Daerah;

atau

menjalani  sanksi
pidana; dan

tidak sedang menjadi pengurus partai
politik, calon Kepala Daerah atau

calon wakil Kepala Daerah, dan/atau

calon anggota legislatif.

Pasal 35
Panitia Seleksi beljumlah ganji] dan
paling rendah beranggotakan:
a. perangkat Daetah: dan
b.unsur independen ~ dan/atau

perguruan tinggi.

(2) Panitia seleksi bertugas:

' waktu
a. menentukan jadwal
pelaksanaal ' 1
b.melakukan penjaringan baka
calon anggota Direksy,

C. I

untuk
lembaga Profesional

melakukan UKK;



4. enent‘lkan formulasi Penilajay,

UKK;
nenetapkan hasil penilaian;
0

( menetapkan calon anggota Direks;.

dan
lanjuti calon anggoty

g.mepindak
Direksi terpilih  untuk diproses
lebih  lanjut sesuai dengan
ketentuan pelaturan pel‘undang_
undangan dan/ atau kebijakan
pemerintah.

(3) Panitia seleksi ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

Pasal 36
Dalam melakukan seleksi, panitia seleksi
melakukan penjaringan bakal calon

anggota Direksi.

Pasal 3%
Papitia ~ seleksi melakukan  seleksi
administrasi berdasarkan hasil

penjaringan sebagaimana  dimaksud

dalam Pasa] 36 dan sesuai persyaratall



sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 34
huruf f sampaj dengan huruf |,

(1)

Pasal3g

Pelaksanaaumeleksi administrasi dan
UKK menghasilkan paling rendah 3
(tiga) atau paling tinggi 5 (lima) calon
anggota Direksi.
Panitia seleksi menyampaikan nama
calon anggota Direksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada
Bupati.

Pasal 39
Bupati melaksanakan seleksi
tahapan wawancara akhir terhadap
calon anggota Direksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).
Bupati menetapkan 1 (satl) calon
anggota  Direksi terpilih  untuk,
masing-masing  jabatan  anggota
Direksi, setelah melakUkan
wawancara  akhir  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).



o) Dalam hal terdapat jabatan direktu
r

uta;na, Bupati  terlebih dahy
u
menetapkan calon  direktyr Ut
a

terpilih.
(4) Bupati dapat meminta Masukay,
direktur utama atau calon direkty,
utama terpilih

se bagaimana

dimaksud pada ayat (3) untuk

menetapkan calon anggota Direks;

terpilih lainnya.

Pasal 40
(1) Bupati menyerahkan calon anggota
direksi terpilih kepada KPM.

(2) Calon anggota  Direksi terpilih

penandatanganan
kontrak kinerja sebelum diangkat

sebagai anggota Direksi.

melakukan

(3) Selain menandatangani  kontrak
kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), calon anggota Direksi terpilih
menandatangani surat pernyataan
yang berisi kesanggupan untuk

menjalankan

bersedia

tugas dengan baik,

diberhentikan sewakt;;




wakt
aktu  untyuk mengajukan  proges
hukum -

sehubungan dengan
permberhentian terscbut,
Pasal 41
Ketentuan mengenai seleksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal

33 tidak perlaku bagi pengangkatan

kembali algoota Direksi yang dinilai

mampu melaksanakan tugas dengan
baik selama masa jabatannya.

Penilaian kemampuan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling rendah memenuhi kriteria:

a. melampaui target realisasi
terhadap rencana bisnis serta
rencana kerja dan anggalan
BUMD;

b. meningkatnya opini audit atas
laporan  keuangan perusahaan,
atau mampu mempertahanka.n
opini  audit ~ Wajar  Tanpa
Pengecualia;

c. seluruh hasil pengawasan sudah

ditindaklanjuti sesuai denga:‘r;
J



ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan
d. terpenuhinya target dalam kontrak
kinerja.

(3) Dalam hal melakukan penilaian
kemampuan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berdasarkan
dokumen paling rendah terdiri atas:
a. rencana bisnis;
b.rencana kefja dan anggaran

BUMD;
c. laporan keuangan;
d. laporan hasil pengawasan; dan
e. kontrak kiler ja.

(4) Dalam hal anggota direksi diangkat
kembali, anggota Direksi wajib
menandatangani kontrak kiner ja.

(5) Penandatangana kontTak kinerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan sebelum pengangkatan

kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal42

(1) Jumlah anggota Direks ditetapkan
oleh KPM.
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(2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana

(3)

(1)

dimaksud pada ayat (1) paling rendah

I(satu) orang dan paling tinggi 5

(ima) orang.

Penentuan jumlah anggota Direksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan berdasarkan asas efisiensi

dan efektifitas pengurusan Perumda.

Direktur utama diangkat dari salah

satu anggota Direksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2).

Pasal 43

Anggota Direksl diangkat untuk masa

jabatan paling lama 5 (lima) tahun

dan dapat diangkat untuk 1 (satu)
kali masa jabatan, kecuall:

a. ditentukan lain sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan _

b. dalam hal anggota Direksi
memiliki keahlian Khusus
dan/atau prestasi yang sangat
baik, dapat diangkat untuk masa

jabatan yang ketiga.
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(2) Keahlian khusus dan prestasi yang

sat{gat baik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b, paling rendah

memenuhi kriteria:

a.

melampui target realisasi
terhadap rencana bisnis serta
rencana Kkerja dan anggaran
Perumda;

opini audit atas laporan kecuangan
Perumda minimal wajar tanpa
pengecualian sclama 3  (tiga)
tahun  berturut-turut  diakhir
periode kepemimpinan;

scluruh hasil pengawasan sudah
ditindaklanjuti sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan;
dan

terpenuhinya target dalam
kontrak kinerja sebesar 100%o
(seratus persen) selama 2 (dua)

periode kepemimpinan.




Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 44

Direksi mempunyai tugas :

a. menyusun perencanaan, melakukan
koordinasi dan pengawasan seluruh
kegiatan operasional Perumda;

b. membina Pegawai;

c. mengurus dan mengelola kekayaan
Perumda,;

d. menyelenggarakan administrasi umum
dan keuangan;

¢. menyusun rencana strategis
perusahaan 5 (lima) tahunan yang
disahkan oleh Bupati melalui usul
Dewan Pengawas;

f. menyusun dan menyampaikan
rencana kerja dan anggaran tahunan
yang merupakan penjabaran tahunan
dari rencana strategis Perumda
kepada Bupati melalui Dewan

Pengawas; dan
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n da menyampaikan laporan
n

g. menyusu
triwﬁlan dan  tahunan seluryh

kegiatan Peru mda.
Pasaldd

Direksi mempunyai wewenang sebagai

berikut:

a. mengangkat —dan memberhentikan

pegawai Perumda berdasarkan

peraturan kepegawaian PerUmda;

b. menetapkan susullan organijsasi dan
tata kerja Perumda dengan
persetujuan Dewan Pengawas;

c. mengangkat Pegawali untuk
menduduki jabatan di bawah Direksi;

d. mewakili Perumda di dalam dan dilua’
pengadilan;

e. menunjuk kuasa untuk melakukan
perbuatan hukum mewakili Perumda;

f. menandataNgani laporan triwulan dan
laporan tahunan,

g menjual, menjamin atau melepaskan
aset milik Perumda berdasarkan
Persetujuan Bupati atas pertimbangan

‘Dewan Pengawas; dan
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T

-y

h. melakukan pinjaman, mengikatkan
diri dalam perjanjian kerja sama
dengan pihak lain yang menjaminkan
aset Perumda berdasarkan
persetujuan Bupati atas pertimbangan

Dewan Pengawas.

Paragraf 3
Larangan

Pasal46

Anggota Dircksi dilarang memangku

jabatan rangkap scbagai:

a. anggota Direksi pada BUMD lain,
badan usaha milik negara, dan badan
usaha milik swasta;

b. jabatan perundang-undangan;
dan/atau

c. jabatan lain yang dapat menimbulkan
konflik kepentingan.

Paragraf 4
Penghasilan

Pasal47
(1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
a. gaji; dan

h. tunjangan.



(2) Tunjangan

3)

(4)

()

scbagaimana dimaksud

ayat (1) huruf b terdiri dari:

pada
perawatan/kesehatan

a. tunjangan
termasuk isteri/suami dan anak;

dan

b. tunjangan lainnya.

Dalam hal Perumda
Direksi ~memperoleh

memperoleh

keuntungan,
bagian darijasa produksi.

Besarnya Gaji, Tunjangan dan bagian
jasa produksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
ditetapkan oleh Bupati setelah
memperhatikan  pendapat Dewan
Pengawas.

Jumlah seluruh biaya untuk
penghasilan  Direksi, penghasilan
Dewan Pengawas, penghasilan
Pegawai dan biaya tenaga kerja
lainnya tidak boleh melebihj 40%
(empat puluh persen) dari total biaya
berdasarkan  realisag; anggaran

p E
€umda tahun anggaran yang laly.
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(6) Besaran Gaji, Tunjangan dan bagian
jasa produksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) ditetapkan dalam
Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Dana Representasi
Pasal 48

Dana Representasi disediakan dari

anggaran Perumda sebanyak-banyaknya

75% (tujuh puluh lima persen) dari

jumlah Gaji Direksi dalam 1 (satu) tahun

yang penggunaannya diatur oleh Direksi.

Paragraf 6
Pesangon

Pasal49
(1) Direksi berhak atas pesangon yang
ditetapkan oleh Bupati secbagai
berikut:

a. bila diberhentikan dengan hormat
karena masa jabatan pertama
berakhir, mendapat pesangon 30%
(tiga puluh persen) dari Gaji bersih

dari tahun terakhir;
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b. bila diberhentikan dengan hormat

karena masa jabatan kedua

berakhir mendapat pesangon 50%

(lima puluh persen) dari Gaji
bersih dari tahun terakhir;

c. bila diberhentikan dengan hormat
karena jabatan  ketiga dan
seterusnya berakhir diberikan
pesangon 75% (tujuh puluh lima
persen) dari penerimaan Gaji
bersih dari tahun terakhir; atau

d. bila anggota direksi diberhentikan
dengan hormat setelah belakhir
masa jabatan ke 2, 3 dan
seterusnya mendapat pesangon
berdasa’kan perhitungan atas
dasal masa sebelumnya.

(2) Direksi tidak beThak atas pesangon
apabila diberhentikan tidak dengan
hormat dan tidak atas permintaan

sendiri.
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(1)

(2)

(3)

Paragraf 7
Cuti

Pasal 50

Dircksi ~ memperoleh  hak  cuti,

meliputi:

a. cuti tahunan;

b. cuti besar;

c. cuti sakit;

d. cuti karena alasan penting atau
cuti untuk menunaikan ibadah
haji;

e. cuti nikah;

f. cuti bersalin; dan/atau

g. cuti diluar tanggungan Perumda.

Direksi yang menjalankan cuti

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tetap diberikan Penghasilan penuh

kecuali cuti diluar tanggungan

Perumda. ;

Pelaksanaan cuti sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), diatur dalam

Peraturan Bupati dengan

berpedoman pada ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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(2)

(3)

Bagian Kelima
Pemberhentian Direksi

Pasal 51
Direksi berhenti karena:
a. meninggal dunia,
b. masajabatannya berakhir; atau

c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 52

Dalam hal masa jabatannya berakhir
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 huruf b, anggota Direksi
wa jib menyampaikan laporan
pengurusan  tugas akhir masa
jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan
sebelum berakhir masa jabatannya.
Anggota Direksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib
melaporkan sisa pelaksanaan tugas
pengurusan yang belum dilaporkan
paling lambat 1 (satu) bulan setelah
berakhlir masa jabatannya.
Berdasarkan laporan pengurusan
tugas akhir masa jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat
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(2), - Dewan Pengawas wajib
menyampaikan penilaian dan
rckomendasi atas kinerja Direksi
kepada pemegang saham.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) serta penilaian dan
rekomendasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) sebagai dasar
pertimbangan KPM untuk
memperpanjang atau
memberhentikan anggota Direksi.

(5) Laporan pengurusan tugas akhir
masa jabatan anggota Direksi yang
berakhir masa jabatannya
dilaksanakan sectelah hasil audit
dengan tujuan tertentu atau audit
tahunan dari kantor akuntan publik

dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 53 :

(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi
berakhir karena diberhentikan
sewaktu-waktu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 51 huruf c,

51



(2)

dimaksud ~ wajib

tian.

pemberhentian

disertai alasan pemberhen

Pemberhentian anggota Direksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan apabila berdasarkan data

dan informasi yang dapat dibuktikan
secara sah, anggota Direksi yang
bersangkutan;

a. tidak dapat melaksanakan tugas;

b. tidak melaksanakan ketentuan
pelatulan  perundang-undangan
dan/atau  ketentuan anggalan
dasar;

c. tetlibat dalam tindakan
kecurangan yang mengakibatkan
kef'ugian pada BUMD, negara
dan/atau Daerah;

d. dinyatakan  bersalah  dengan
putusan pengadilan yang telah
mempunyai  kekuatan  hukum
tetap;

e. mengundurkan diri;

f. tidak lagi memenuhi persyaratan

sebagai anggota Direksi sesuai
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dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan/atau

g tidak terpilih lagi disebabkan
adanya perubahan kebijakan
Pemerintah Daerah dalam hal
restrukturisasi, likuidasi, akuisisi,
dan pembubaran BUMD.

Pasal 54

(1) Direksi Perumda diberhentikan oleh
KPM.

(2) Pemberhentian Direksi secbagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan KPM.

BAB VIII
PEGAWAI

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 55
(1) Direksi  berwenang  mengangkat,s
menaikkan pangkat, menetapkan’
jabatan, menetapkan Gaji, tunjangan
dan Penghasilan lainnya,

memberikan cuti, memberikan



hukuman serta

menjatuhkan

memberhentikan Pegawai.

Pengangkatan Pegawai Perumda
atan:

harus memenuhi persyar

a. WNI

b. berkelakuan
pernah dihukum;

baik dan tidak

c. mempunyai pendidikan,

kecakapan dan keahlian yang
diperlukan;

d. dinyatakan sehat oleh Rumah
Sakit Umum yang ditunjuk oleh
Direksi;

e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh
lima) tahun; dan

f. dinyatakan sehat dan bebas
narkoba oleh rumah sakit umum
yang ditunjuk oleh Direksi.

Pengangkatan ~ Pegawai dilakukan

setelah melalui masa percobaan

paling lama 12 (dua belas) bulan
dengan ketentuan memenuhi daftar
penilaiall Kerja setiap unsur paling

rendah bernilai hbaik dan telah
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(4)

(1)

mengangkat sumpah atau janji
Pegawai.

Selama masa percobaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan
penilaian meliputi:

a. loyalitas;

c

kecakapan;

kesehatan dan bebas narkoba;

)

kerjasama;

o

kerajinan;

f. prestasi kerja; dan

g. kejujuran

Apabila pada akhir masa percobaan
calon Pegawai tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dapat diberhentikan
tanpa mendapat uang pesangon,

Bagian Kedua
Penghasilan dan Cuti

Pasal 56
Pegawai Perumda berhak atas Gaji,
Tunjangan dan Penghasilan lainnya

yang sah sesuai dengan pangkat,



' J dan  tanggun
jenis pekerjaan 1pung

,‘m\:nl)nya.

Tunjangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. tunjangan pangan,

(2)

b. tunjangan kesehatan; dan

c. tunjangan lainnya.

(3) Pemberian hak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disesuaikan
dengan kemampuan Perumda.

Pasal 57

(1) Pegawai memperoleh hak cuti
meliputi:

a. cuti tahunan;

b. cuti besar;

c. cuti sakit;

d. cuti karena alasan penting atau
cuti untuk menunaikan ibadah
haji;

e. culi nikah;

f. cutl bersalin: dan

g cuti diluar tanggungan Perumda



(2) Pegawai yang menjalankan cuti

(1)

scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
tetap diberikan Penghasilan penuh,
kecuali cuti diluar tanggungan
Perumda.

Pelaksanaan  cuti  sebagaimanaa
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Bupati dengan
berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Larangan

Pasal 58

Setiap Pegawai wajib:

a. memegang teguh dan
mengamalkan Pancasila dan
melaksanakan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

b. mendahulukan kepentingan

FPerumda daripada  kepentingan

pribadi atau golongan;

c. menjunjung tinggi kehormatan

atau martabat perusahaarn,



-ahasia Pe umd
d. memegang teguh rahasia Peumda
dan rahasia jabatan.

inasan
melakukan ked

tugas
sebaik-baiknya dan

dengan
engabdian kesadaran dan

penuh P
bertanggungjawab;
f bekerja dengan jujur,
n bersemangat untuk

tertib,

cermat da
kepentingan Perumda; dan

g menggunakan dan memelihara

barang milik perusahaa™ sebaik-
baiknya.
(2) Setiap Pegawai dilaralg :

a. melakukan kegiatan yang
merugikan  Daerah  dan/atau
negara,

b. menggunakan kedudukannya
untuk memberikan keuntungan
bagi diri sendiri dan/atau orang
lain yang merugikan Perumda;

c. memiliki,  menjual, membeli,
menggadaikan, Menyewakan atau
meminjamkan barang berharga

milik Perumda secara tidak sah;
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(1)

(2)

d.

mencemarkan nama baik

Perumda.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 59

Pegawai  diberhentikan  dengan

hormat, karena:

a.

Pegawai diberhentikan dengan

hormat;

. meninggal dunia,

permintaan sendiri;

tidak dapat melaksanakan tugas;
tidak sehat yang dibuktikan
dengan surat keterangan dokter;
dan/atau

telah mencapai usia pensiun 58
(ima puluh delapan) tahun

dan/atau reorganisasi

Pegawai yang diberhentikan dengan

hormat diberikan pesangon yang

besarnya ditetapkan dengan

keputusan Direksi.
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(3)

(1)

(2)

(3)

Pegawai diberhentikan dengan tidak

hormat karena

a. melanggar sumpah  Pegawai

dan/atau sumpah jabatan;

b. dihukum berdasarkan putusan
pengadilan dalam perkara pidana
yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap; dan/atau

c. merugikan keuangan Perumda.

BAB IX
ANGGARAN

Pasal 60
Tahun Buku Perumda yakni tahun
takwin.
Rancangan  anggaran Perumda
terdiri dari rencana anggaran
pendapatan dan biaya, anggaran
penerimaan dan pengeluaran kas
serta anggaran investasi.
Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum
tahun  buku berakhir, Direksi
mengirimkan  rencana anggaran
perusahaan  tahun  berikutnya

kepada Bupati melalui Dewan
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(4)

(5)

(1)

Pengawas untuk mendapatkan

pengesahan.
Dalam hal terjadi  perubahan

anggaran dalam tahun buku yang
bersangkutan, harus mendapat
persetujuan terlebih dahulu dari
Dewan Pengawas dan disahkan
Bupati.

Evaluasi pelaksanaan anggaran

dilaksanakan oleh Dewan

Pengawas.
BABX
LAPORAN PERUMDA
Pasal 61
Direksi menyusun dan

menyampaikan laporan  seluruh

kegiatan Perumda kepada Bupati

melalui Dewan Pengawas yang

terdiri dari:

a. laporan bulanan berupa laporan
keuangan yang berisikan neraca,
perhitungan laba rugi, arus kas

dan perubahan ekuitas;
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(2)

(4)

h. laporan triwulan terdiri  dari

"laporan kegiatan operasional dan
dan

laporan keuangan;
terdiri  dari

tahunan

kegiatan

¢. laporan
laporan operasional,

laporan keuangan yang telah
diaudit dan evaluasi kinerja.

Laporan  triwulan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri darj
laporan kegiatan operasio”a1 dan
laporan keuangan yang disampaikan
kepada Dewan Pengawas.

Laporan tahunan  sebagaimalla
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
laporan keuangan yang telah diaudit
dan laporan manajemen yang
ditandatangani bef'sama Direksi dan
Dewan  Pengawas  disampaikan
kepada Bupati.

Laporan  tahunan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) paling
rendah memuat :

a. laporan keuangan;
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d.

. laporan mengenai kegiatan

Perumda,;

. laporan pelaksanaan tanggung

jawab sosial dan lingkungan;
rincian masalah yang timbul
selama  tahun  buku yang

mempengaruhi kegiatan usaha

Perumda;

. laporan mengenai tugas
pengawasan yang telah
dilaksanakan oleh Dewan

Pengawas selama tahun buku
yang baru lampauy;
nama anggota Direksi dan

anggota Dewan Pengawas; dan

. penghasilan anggota Direcksi dan

anggota Dewan Pengawas untuk

tahun buku yang baru lampau.

td

Laporan keuangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf a

paling rendah memuat :

a.

neraca akhir tahun buku yang
baru lampau dalam perbandingan

tahun buku sebelumnya;
63



(6)

b.

anggung

ha/rupi  pelaksanaan
Japoran jaba/rug |

iawah gosial  dan

linglungamn,

masalah  yang timbul

-, pincian
selama tahun buku yang
mcmpengaruhi kegiatan usaha
Perummda;
. laporan mengenai tugas
pengawasan yang telah

dilaksanakan oleh Dewan
Pengawas selama tahun buku
yang baru lampau;

nama anggota Direksi dan
anggota Dewan Pengawas;
penghasilan anggota direksi dan
anggota dewan pehgawas untuk

tahun yang baru lampau.

Laporan  tahunan  sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) disampaikan

paling lambat 90 (sembilan puluh)
hari setelah tahun buku Perumda

ditutup untuk disahkan oleh KPM.

64



(1)

(2)

BAR Xi
PENGGUNAAN LABA

Pasal6 2

Penggunaan laba digunakan untuk:

a. pemenuhan dana cadangan;

b. peningkatan kuantitas, kualitas
dan kontinuitas pelayanan
umum, pelayanan dasar dan
usaha perintisan Perumda yang
bersangkutan;

c. keuntungan yang menjadi hak
Daerah;

d. insentif kinerja KPM, pelaksana
kewenangan KPM, Dewan
Pengawas dan anggota Direksi;

e. bonus untuk Pegawai; dan/atau

f. penggunaan laba lainnya sesuai
dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

KPM memprioritaskan penggunaan

laba Perumda untuk peningkatan,

kuantitas, kualitas dan kontinuitas

pelayanan umum, pelayanan dasar
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dan usaha perintisan setelah dana

cadangan dipen uhi.
yenggunaan laba Perumda

(3) Besaran |
ditetapkan setiap tahun oleh KPM.,

4 Penggunaan laba Perumda
sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur lebih lanjut dalam

Peraturan Bupati.
Pasal 63
da wajib menyisihkan jumlah

(1) Perum
tertentu dari laba bersih setiap tahun

buku untuk dana cadangan.
(2) Penyisiha laba bersill sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib
sampai dengan dana

paling " sedikit

dilakukan
cadangan mencapai
20% (dua puluh persen) dari modal.

(3) Kewajiban penyisihan dana cadangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berlaku apabila Perumda mempunyai
saldo laba yang positif.

(4) Dana cadangan sampai dengan

jumlah 20% (dua puluh persen) dari

66




(5)

(6)

modal hanya dapat digunakan untuk

menutup kerugian Perumeda.,

Apabila dana cadangan telah melebihi
jumlah 20% (dua puluh persen) dari
modal, KPM dapat memutuskan agar
kelebihan dari dana cadangan
tersebut digunakan untuk keperiuan

Perumda.

Direksi harus mengelola dana
cadangan agal dana cadangan
tersebut memperoleh laba dengan
cara yang baik dengan
memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Laba yang diperoleh dari pengelolaan
dana cadangan dimasukkan dalam

perhitungan laba rugi.

Pasal64

Laba bersih Perumda yang telah
disahkan oleh KPM setelah dipotong
pajak  ditetapkan  pembagiannya

sebagai berikut:
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a.

1.

2]

_insentif

pemerintah Paerah  paling tinggi

5% (tiga pulub lima persen) dari

aba bersihy

dana cadangan perumda paling

panyak 40% (empat pulub persen)

dari laba bersih,
KPM, pelaksana

kewenangan KpPM, Dewan

Pengawas dan Direksi serta bonus

Pegawai paling tinggi 5%
persen) dari laba bersih setelah

(lima

dikurangi dana cadangall atau
paling tinggi 3,25% (tiga koma dua
puluh lima persen) dari laba

bersih;

_tanggung jawab  sosial  dan

lingkungan 10% (sepulub persen)

dari laba bersih;

. ;
. sumbangan dana pensiun 10%b

(sepuluh persen) dali laba bersih;
dan

biaya lain-lain paling tinggi 1,75%
(satu kOma tujuh puluh lima

persen) dari laba bersih.
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(2)

Dann caclanpgan sebhagairnana

dimaksud  pada  ayat (1) huruf b

ditujukan untuk memperkuat modal.

BAB XII
KERJASAMA DENGAN PIHAK

KETIGA

Pasal65
Perumda dapat melakukan kerjasama
dengan badan usaha milik negara,
BUMD, badan wusaha swasta,
koperasi dan masyarakat untuk
kepentingan pengembangan usaha.
Kerjasama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dalam
bidang usaha atau kegiatan yang
berhubungan  langsung  dengan
peningkatan kinerja Perumda.
Kerja sama dengan pihak ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan setelah mendapat

persetujuan Bupati.
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(1)

(3)

(4)

BAB Xl
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal66

Pengawasan  terhadap Perumda
dilakukan untuk menegakkan tata
kelola perusahaan yang baik.
Pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan oleh
pengawas internal dan  pengawas
eksternal.

Pengawasan internal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan
oleh Satuan Pengawas Intern.
Pengawasan eksternal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan
oleh:

a. pemerintah Daerah; dan/atau

b. pejabat yang ditunjuk.

Pengawasan oleh Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf a, dilaksanakan oleh pejabat
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(1)

pada  Pemerintah  Daerah yang

melaksanakan fungsi pengawasan.
Bagian Kedua
Pembinaan
Pasal 67
Bupati melakukan pembinaan umum
terhadap Perumda.
Pembinaan teknis terhadap Perumda
dilakukan oleh Bupati atau Pejabat
yang ditunjuk.

BAB X1V
KETENTUAN TARIF

Pasal 68

Setiap tahun tarif air disusun oleh
Direksi dan disampaikan kepada
Dewan Pengawas untuk dievaluasi.
Tarif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dan
disampaikan kepada Menteri Dalam
Negeri.

Dalam hal Bupati memutuskan
penetapan tarif air lebih kecil dari

usulan tarif yang diajukan aleh
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(4)

()

(1)

si sehagaimana dimaksud pada
¢ . g

Direl ' '
L (2, yang mengakibatkan tarif
aya |
ata ratz)a tidak tercapainya
'y -1
h atau

; : ot
pemulihan biaya secara pe

full cost recovery, Pemerintah
wajib menyiapkan kebijakan subsidi

untuk menutup kekurallgan melaluj
APBD.
Kebijakan  subsidi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disampaikan
kepada DPRD dan Mellteri Dalam
Negeri.
Pedoman teknis dan tata cara
pethitungan dan penetapan tarif air
minum serta pembelian subsidi
diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati.
BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 69

Direksi yang melanggar ketentuan
Pasal 46 Peraturan Daerah ini

di - , P .
ikenai sanks;j Administratif berupa
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(4)

diberhentikan  sewaktu-waktu  dari
jabatan sebagai anggota Dircksi.
Dalam hal ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak
dilaksanakan oleh KPM paling lama
20 (dua puluh) hari kerja sejak yang
bersangkutan diangkat memangku
jabatan baru sebagai anggota Direksi,
jabatan yang bersangkutan sebagai
anggota Dircksi dinyatakan berakhir.
Pegawai Perumda yang melanggar
ketentuan Pasal 58 dikenakan
hukuman.

Hukuman scbagaimana dimaksud
pada ayat (3) meliputi :

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

penundaan kenaikan gaji berkala;

penundaan kenaikan pangkat;

—

penurunan pangkat;
pembebasan jabatan;

pemberhentian sementara;

Tk ™ B

. pemberhentian dengan hormat;

dan



i, pemberhentian dengan tidak

hormat.
(5) Pelaksanaan pen jatuhapn hukuman

sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

ditetapkan dengan keputUsan

Direksi.
BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 70

(1) Dewan Pengawas, Direksi, dan
Pegawai yang telah diangkat sebelum
berlakunya Peraturan Daerah ini,
tetap melaksanakan tugas sampai
berakhirnya masa jabatan atau masa
tugasnya.

(2) Kerja sama yang telah ada dan
sedang berjalan sebelum berlakunya
PeratUran Dacrah ini, tetap berlaku

sampei berakhirnya ‘kerja sama.

BAB XVII
KETENTUANPENUTUP

Pasal 71
(1) pada saat  Peraturan Daerah ini

mulai berlaku, maka Peraturan
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Daerah Kabupaten Daerah TK. I
Gowa Nomor 2 Tahun 1988 tentang
Pendirian Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Daerah Tingkat II
Gowa dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai
berlaku, Peraturan Daerah
Kabupaten .Gowa Nomor ;5 Tahun
1994 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Badan Pengawas, Direksi Dan
Kepegawaian Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Gowa, dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

53 .5 {
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3 i

Pasal 72
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada

tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Gowa.

Djtg@g_gkan di Sungguminasa

~pad =ta)1ggal'ﬁ|‘a; Desember 2022

“
%

o
7
7

>~ "ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa
pada_tanggal 119 Deseuwber 2022

BTN

KAMSINA /-

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
GOWA TAHUN 2022 NOMOR s

NOREG PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GOWA PROVINSI
SULAWES] SELATAN B.HK.08.140.22
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR

TENTANG
PERUBAHANBENTUKHUKUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA JENEBERANG MENJADI

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTA JENEBERANG

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014
tertang Pemerintahan  Daerah
sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Uﬁdang—
Undang Nomor 1 Tahun 2012
tentang  Hubungan Keuangann
antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah, dan kemudian

ditindaklanjuti dengan Peraturan

({4



Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
tentang Badan Usaha Milik Daerah
serta  Peraturan Menteri Dalam

Negeri sebagai pelaksanaannya,
membawa perubahan mendasar
terkait dengan pengaturan Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dalam  Peraturan  Perundang-
Undangan tersebut, terdapat dua
jenis Badan Usaha Milik Daerah
berdasarkan kepemilikan
modalnya,  yakni Perusahaan
Umum Daerah (Perumda) dan
Perusahaan  Perseroan Daerah
(Perseroda),

Dengan berlakunya regulasi
baru  tersebut diatas, maka

dare - .
Perusahaan Daerah Air Minum
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II.

vang didirikan berdasarkan
Peraturan Daerah Tingkat 11 Gows
Nomor 2 Tahun 1988 tentang
Pendirian Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Daerah Tingkat
I Gowa dan Peraturan Daerah
Kabupaten Gowa Nomor S5 Tahun
1994 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Badan Pengawas, Direksi
dan Kepegawalan Perusaan Daerah
Air Minum Kabupaten Gowa, perlu
dilakukan penyesuaian, utamanya
terkait bentuk hukum, yang
semula  berbentuk Perusahaan
Daerah diubah men jadi
Perusahaan Umum Daerah.

PASAL DEMI PASAL.
Pasal 1

Cukup jelas.
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pasal 2
cukup jelas:

Pasal3
Cukup je]aS.

pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ccukup jelas

Pasalb
Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas:
Pasal8

Cukupjelas
Pasal9

Cukupjelas
Pasal 10

Cukupjelas
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas
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B

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan
“pelayanan publik”
merupakan  kegiatan
atau rangkaian
kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan
pelayanan bagi setiap
warga negara dan

penduduk atas barang,

jasa dan/atau
pelayanan
administratif yang
disediakan oleh
penyelenggara
pelayanan publik
sesuai dengan

ketentuan perundang-

undangan
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pasal 14
cukup jelas

pasal 15
cukup jelas

pasal 10
Cukup jelas.

pasal 17

Cukup jelas.
Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukupjelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup Jelas
Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal24

Cukup jelas.,
Pasal 25

Cukup jelas
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Pasal26

Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal28

Cukup jelas.
Pasal29

Cukup jelas.
Pasal 30

Cukup jelas.
Pasal 31

Cukup jelas.
Pasal32

Cukup Jelas
Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34

Cukup jelas.
Pasal 35

Cukup jelas.
Pasal 36

Cukup jelas.
Pasal 37

Cukup jelas.
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‘Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal39
Ccukupjelas

Pasal40

Cukup jelaS.

Pasal 41
Cukupjelas
Pasal 42
Cukupjelas
Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.
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Pasal 49

Cukup jelas.
Pasal 50

Cukup jelas,
Pasal 51

Cukup jelas,
Pasal 52

Cukup jelas.
Pasal 53

Cukup jelas.
Pasal 54

Cukup jelas.
Pasal 55

Cukup jelas.
Pasal 56

Cukup jelas.
Pasal 57

Cukup Jelas
Pasal58

Cukup jelas.
Pasal 59

Cukup jelas.
Pasal60

Cukup jelas.



pasal 0]

Cukup jelas

])il *‘-1{1] lﬁz
Cu
]33531()3
Cukup Jelas

kup Jelas

pasal 64
Ayat (1) huruf a

yang dimaksud dengan
laba  bersih  adalah
keuntungan tahun
berjalan setelah

dikurangi pajak

Ayat (2)
Yang dimaksud
cadangan adalah

jumlah tertentu yang
wajib disisihkan oleh
perusahaan setiap
tahun buku yang
digunakan untuk
menutup kemungkinan
kerugian perusahaan
pada masa yang akan

datang
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Pasal 65
Cukup jelas,

Pasal 66

Cukup jelas.
Pasal 67

Cukup Jelas
Pasal 68

Cukupijelas.
Pasal 69

Cukup jelas
Pasal 70

Cukupjelas
Pasal 71

Cukup jelas
Pasal 72

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GOWA NOMOR
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